
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR '-r TAHUN 2022 

TENTANG 

ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGlATAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2023 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

a. bahwa . untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka 
dipandang perlu disusun Analisa Standar ijelanja 
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan . sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja 
dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten · Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun Anggaran 2023; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara y<J.Ilg Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor . 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); · · 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang ·Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
.Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan · dan 
Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 152, Tambahan Lembaran ·Negara Republik 
Indonesia Nomor 4347); 

4 . Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 . Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indon~sia Nomor 4355); 

f 
f 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Peru bah an Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 63); 

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
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Menetapkan 

12. 

13. 

14. 

Peraturan Menteri Dalam Ne . 
2016 ten tang Penggolongan ~e n Nomor 108 Tahun 
Milik Daerah (Berita Ne ar an Kode~kasi Barang 
Tahun 2016 Nomor 2083Jf a Repubhk Indonesia 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T h 
2020 tentang Pedoman Tekn· P a un 
K 1s engelolaan 

euang~ Daerah (Serita Negara Re blik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); pu 

P~raturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur (Lembaran Da erah Kabupaten 
Ogan ~omering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) 
sebaga1mana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
TimurTahun 2017 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA DAN HARGA 
SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

4 . Organisasi Perangkat Daerah yang Selanjutnya d isingkat OPD adalah 
Perangkat Daerah Ogan Komering Ulu Timur selaku pembantu Kepala 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaan 
anggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah 
besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan Aktivitas ASB, 
Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit kegiatan 
masing-masing Perangkat Daerah. 
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6 · Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK 
a?alah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang 
di5tandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan 
menggunakan Standar Harga Satuan sebagai elemen penyusunnya • 

BAB II 
ANALISA STANDAR BELANJA (ASB) DAN 

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) 

Pasal2 

1) Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam 
menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan 
Aktivitas, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit 
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. 

2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, 
efektifias dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan Aktivitas, 
Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit. 

3) Aktivitas ASB, Aktivitas HSPK, Komponen Aktivitas, Rincian 
Komponen, Volume dan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dikurangi akan tetapi tidak dapat ditambah. 

4) Analisa Standar Belanja meliputi: 
a. Bangunan Gedung; 
b. Tugu Titik Kontrol/ Pas ti; 
c. Jalan dan Jembatan; 
d. Bangunan Air; 
e. Instalasi; dan 
f. Jaringan; 

5) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) meliputi harga komponen 
kegiatan fisik/ non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk 
setiap jenis komponen kegiatan. 

6) Analisa Standar Belanja (ASB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

7) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

8) Dalam hal kegiatan suatu program yang akan dilaksanakan oleh 
Organisasi Perangkat Daerah belum terakomodir dalam Peraturan ini, 
Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan besaran belanja 
kegiatan dengan prinsif efisien, efektif clan akuntabel setelah 
dicermati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 
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BAB Ill 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur. 

Ditetapkan di Martapur~ 
pada tanggal 2- J'I"' 2022 

\BUPATI Q N KOME:ING ULU TIMUR, 

f H. LANOSIN 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal ~ Y~• 2022 

1 SEKRETARIS DAERAH (j 
\ tKABUPATEN OGAN KOMERING ULU ~IMURr 

OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR ~~ 
BERITA DAER.AH KABUPATEN 
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